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ABSTRACT 
 

 Money politics is an activity carried out by candidates or members of political parties to influence people's 

votes in choosing candidate pairs by giving money to the public. The danger is that money politics can erode the 

democratic system in Indonesia. This money political activity has become a habit that often occurs when general 

election activities begin. Some people are already accustomed to the phenomenon of money politics, whereas money 

politics activities are corrupt and unlawful. However, this money political activity can be stopped by community service 

in Sumerta Kauh Village. Community service activities are carried out with the aim of providing education to the people 

of Sumerta Kauh Village about preventing money politics before the 2024 elections. The method of this activity uses 

an outreach method with the title "Preventing money politics in the 2024 elections". The result of this outreach activity 

is providing education to village communities regarding the meaning of money politics. Furthermore, the public is given 

an understanding of how dangerous it is if money politics continues to occur in society. The closing material for this 

socialization is regarding strategies to prevent money politics in the 2024 elections. The community has agreed to 

collaborate in this socialization activity to encourage other communities not to become recipients or perpetrators of 

money politics activities in Sumerta Kauh Village. 
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ABSTRAK 
 

Money politic atau politik uang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak calon atau anggota partai 

politik untuk mempengaruhi suara rakyat dalam memilih pasangan calon melalui pemberian uang kepada masyarakat. 

Bahayanya politik uang dapat menggerus sistem demokrasi di Indonesia. Kegiatan politik uang ini menjadi kebiasaan 

yang sering terjadi ketika mulai kegiatan pemilihan umum. Beberapa masyarakat sudah merasa terbiasa dengan 

fenomena politik uang ini, sedangkan kegiatan politik uang merupakan kegiatan yang koruptif dan melanggar hukum. 

Meskipun begitu, kegiatan politik uang ini dapat dihentikan dengan cara pengabdian masyarakat di Desa Sumerta 

Kauh. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

Desa Sumerta Kauh tentang pencegahan politik uang sebelum terjadinya pemilu tahun 2024. Metode kegiatan ini 

menggunakan metode sosialisasi dengan judul “Pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024”. Hasil dari 

kegiatan sosialisasi ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pengertian politik uang. 

Selanjutnya masyarakat diberikan pemahaman tentang bagaimana bahayanya jika politik uang terus terjadi 

dimasyarakat. Materi penutup dari sosialisasi ini yaitu mengenai strategi pencegahan politik uang terhadap pemilu 

tahun 2024. Masyarakat telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan sosialisasi ini untuk mengingkatkan masyarakat 

lainnya agar tidak menjadi penerima ataupun pelaku dari kegiatan money politic/politik uang di Desa Sumerta Kauh.  

 

Kata Kunci: Edukasi, Pencegahan, Money Politic, Pemilu 
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PENDAHULUAN 

Pemilihan umum merupakan aktivitas seluruh masyarakat Indonesia setiap 5 tahun sekali 

dengan memberikan suara terhadap pilihan calon presiden, dewan perwakilan daerah dan dewan 

perwakilan rakyat. Kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk dari berdirinya demokrasi 

Indonesia hingga sampai saat ini. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang jujur dan adil, 

serta mengedepankan kepentingan rakyat bukan hanya kelompok tertentu. Seiring berjalannya 

waktu, demokrasi di Indonesia mengalami penyusutan, dikarenakan sistem demokrasi yang 

menyimpang dan ilegal. Salah satu kegiatan menyimpang yang dapat merusak demokrasi di 

Indonesia adalah kegiatan money politic atau biasa disebut dengan politik uang. Politik uang 

merupakan kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh beberapa oknum untuk memenangkan 

salah satu calon pada kegiatan pemilu. Strategi ini tidak hanya terjadi sesaat namun sudah menjadi 

kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat Indonesia (Jurdi, 2018). MenurutDteori yang 

dikemukakanDoleh George RobertDTerry dalam Pratiwi (2022) bahwa strategi dapat 

diimplementasikan melalui perencanaan. Hal ini memungkinkan individu atau organisasi untuk 

memikirkan langkah-langkah apa yang dapat diambil dalam jangka waktuFtertentu agar selaras 

dengan tujuanFyang diinginkan. Sudah menjadi hal yang lumral ketika menjelangnya pemilu tahun 

2024 maka beberapa partai politik dan relawan melakukan strategi politik uang dengan tujuan 

untuk memenangkan calon yang diusungnya. 

Istilah “politikDuang” sering digunakanDuntuk menggambarkan fenomenaDpolitik yang 

berkaitan dengan penggunaanDuang dan barang dalam penyelenggaraan pemilihanDumum. 

PemilihDdiharapkan mendukung kandidat tertentu dengan menyumbangkan uang atauDbarang, 

dibandingkan berfokus pada indikator lainDseperti kredibilitas,Dkepribadian, atau pengalaman 

politik kandidat. Pemilu diDAmerika Serikat sering dilihat dalam konteksDkampanye, di mana 

banyak donorDmenyumbangkan sejumlahDbesar uang kepada partaiDpolitik tertentu dan 

calonDpresiden serta gubernur untuk melindungiDkepentingan bisnisDpendonor. Di 

Filipina,Dpolitik uang dapat didefinisikan sebagaiDpenggunaan uangDatau imbalan dalam aktivitas 

jual beli suaraDsecara langsung untuk mempengaruhiDsuara pemilih danDmendukung 

kandidatDyang menyumbangkan uang (Cahyadi, 2019). Di Indonesia sendiri kegiatan politik uang 

ini juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengikuti partai politik atau sebagai tim 

pendukung partai sehingga masyarakat menjadi peran atau sebagai pelaku dalam aktivitas ilegal 

politik uang. Selain sebagai pelaku politik uang, beberapa masyarakat juga banyak yang menjadi 

penerima uang dari kegiatan politik uang. Penerimaan uang ini didasarkan untuk membeli suara 

masyarkat dengan pemberian uang dan memilih calon yang direkomendasikan oleh pemberi uang. 

Kegiatan ini seringkali terjadi pada saat menjelang pemilihan umum.  

Menurut Pahlevi (2020) upaya harus dilakukan untuk mencegah penerapan politikDuang 

denganDmenyadarkan masyarakatDbahwa hal tersebut merugikan masyarakatDdalam jangka 

panjang. Terlebih penerapanDpolitik uang menjadi penyebab utamaDmunculnya pemimpin-

pemimpin yang korupDdan tidak patriotik. Oleh karena itu, sangatDpenting untuk menyadarkan 

masyarakat bagaimana melawan praktik politikDuang agar dapat memposisikan mereka sebagai 

warga negara yang baik. Begitu juga dengan posisi masyarakatDsebagai pengawas pemerintah. 
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Dampak korupsi terhadap pemilu sangatDberagam misalnya; Jika politisiDterpilih secara korup, 

makaDdipastikan mereka akan melakukanDpraktik korupsi saat berkuasa. Hal ini disebut 

sebagaiDinvestive corruption. Seperti yang dikemukakan pula oleh Sjafrina (2019) bahwa politik 

uang dalam pemilihan umum terjadi dalam berbagai bentuk danDtahapan. Diantara bentuk dan 

tahapan tersebut adalah mahar politik pada tahapDpencalonan, jual beliDsuara pada tahap 

aktivitas kampanye dan aktivitas pemungutan suara. Hal ini mencakup suap-menyuap yang 

diberikan kepadaDpenyelenggara pemilu atau petugas yang ikut serta dalam kegiatan pemilu pada 

saat penghitungan suara dan pemungutan suara ulang. Selain itu juga terjadinya suap 

dalamDpenyelesaian perselisihan hasilDperhitungan pemilihan umum. 

Di Indonesia pemilihan umum presiden ke 8 (delapan) dan legislatif dilakukan pada tahun 

2024 dengan sistem demokrasi yang diharapkan jujur dan adil. Pemilihan umum tahun 2024 

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para politsi, pemerintah, media dan masyarakat untuk 

saling bekerjasama dalam melaksanakan pesta demokrasi. Mahasiswa menjadi pedoman 

masyarakat untuk melihat keadlian dan kejujuran dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu, 

mahasiswa perlu turut andil dalam mengupayakan demokrasi yang jujur dan adil. Salah satu point 

penting yang membahayakan demokrasi adalah politik uang (money politic). Aktivitas politik uang 

menjadikan masyarakat terbiasa dalam hal sogok-menyogok. Sedangkan kebiasan ini sangat 

membahayakan demokrasi di Indonesia. oleh karena itu, mahasiswa KKN di Desa Sumerta Kauh 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pengurus pemilu tahun 2024 

mengenai strategi pencegahan politik uang (money politic) pada pemilihan umum tahun 2024.  

Ironisnya, meskipun praktik penegakan keuangan tersebar luas di kalangan peserta pemilu, 

sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan praktik iniDtidak 

tersentuhDolehDpenegakan hukum. Hal iniDdibuktikan dengan hasil Survei Penelitian dan 

Pengembangan HarianDKompas yang menemukanDbahwa mayoritas masyarakat tidak 

menentang kegiatan pembagian dana yang dilakukan calonDanggota parlemen dan partai politik. 

Faktanya, banyak masyarakat memandang politik uang sebagai berkah musiman yang tidak bisa 

ditolak bagaimanapun caranya. Bahanyanya politik uang menjadi semakin diacuhkan, hal ini dipicu 

oleh kecenderungan masyarakat yang memandang politik uang sebagaiDbiaya yang diberikan 

kepada masyarakat untuk memberi kompensasi kepada kandidat yang tidak hadir di lapangan 

pada hari pemilu. Mungkin juga politik uang dipandang sebagai peluang untuk mencapai 

kebahagiaan, karena siapa pun yangDterpilih tidak berarti apa-apa bagi mereka atau kelompoknya 

(Zen, 2017). 

MengingatDbahaya yang ditimbulkannya,Dmaka soal politik uangDdalam pemilu ini 

pentingDuntuk diangkat sebagaiDkegiatan pengabdian masyarakatDguna memberikan 

pemahamanDdan meningkatkan kesadaranDmasyarakat akan pentingnyaDpenolakan terhadap 

tawaran politikDuang dan apabila mungkin ikutDserta memerangi politikDuang tersebut, 

pendekatanDyang dilakukanDyaitu dengan memberikan edukasi pencegahan money politic 

terhadap pemilu tahun 2024. Tujuan utama dalam kegiatan ini yaitu untuk memberi pemahaman 

dasar kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh mengenai apa itu politik uang, bahayanya politik 
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uang, strategi pencegahan politik uang hingga pada tahap undang undang dan sanksi hukum bagi 

pelaksana politik uang. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengambdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi di Ruang Rapat 

Kantor Perbekel Desa Sumerta kauh. Metode sosialisasi dalam pengabdian masyarakat 

merupakan metode yang digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

suatu masalah tertentu yang terjadi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara langsung terjun ke 

masyarkat di Desa Sumerta Kauh. Lokasi kegiatan sosialisasi bertempat di kecamatan Denpasar 

Timur, Kotamadya Denpasar, provinsi Bali, Indonesia. Kauh. Jumlah masyarakat yang mengikuti 

kegiatan sosialisasi yaitu berjumlah 50 orang dengan rata rata usia 30 ke atas. Kegiatan sosialisasi 

ini menggunakan MS.Power Point sebagai sarana untuk menyampaikan point-point dari 

permasalahan dan pencegahan politik uang (money politic). Model pemecahan masalah 

dipaparkan langsung oleh pemateri (mahasiswa KKN) dihadapan masyarakat.  

Pengambdian masyarakat mengenai edukasi pencegahan money politic terhadap pemilu 

tahun 2024 dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan yang berlangsung 

mulai pada tanggal 15 hanuari 2024 yaitu dengan melakukan diskusi kelompok mengenai program 

kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN. Selanjutnya melakukan diskusi terkait 

program kerja individu melalui google meet dengan dosen pembimbing. Sebelum dilaksanakannya 

sosialisasi, program kerja sudah dipertimbangkan bersama ketua oleh PPS Desa Sumerta Kauh. 

Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat yang dilakukan 

pada tanggal 11 Februari 2024 yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan Politik Uang Dengan Tema 

"Upaya Melindungi Demokrasi Melalui Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Money Politik Pemilu 

Tahun 2024 Di Desa Sumerta Kauh”. Kagiatan dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh 

masyarakat desa kalangan orang tua. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi dimana setelah 

dilaksanakannya kegiatan sosialisasi masyarakat di desa sumerta kauh, selanjutnya mahasiswa 

KKN membuat hasil dari pelaksanaan program kerja dalam bentuk laporan. Tahapan pembuatan 

laporan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024. Adapun isi dari laporan program kerja meliputi hasil 

kegiatan yan telah dilakukan, tahapan kegiatan, luaran dan rencana keberlanjutan. Laporan ini 

membantu mahasiswa KKN untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada 

tanggan 11 Februari 2024. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Politik uang yang sudah terjadi di masyarakat bisa dihentikan dengan melakukan sosialisasi 

pencegahan money politic dimasyarakat. Strategi pencegahan ini dilakukan sebelum dimulainya 

kegiatan pemilu tahun 2024. Hal ini dikarenakan untuk menghindari masyarakat menerima 

serangan fajar dan menyadarkan pelaku dan tim sukses partai politik atau legislatif untuk berhenti 

menjadi bagian dari kegiatan money politic dimasyarakat. Menurut Nail (2018) strategi politikDuang 

yang diterapkan oleh pesertaDpemilu antaraDlain: pertama seranganDfajar, adalah istilah 
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yangDdigunakan dalam nuansaDpemilu. Pemilih memanfaatkan kekuatanDmodal (uang, 

kebutuhan, dan bentukDlainnya) denganDmemberikan harapan kepadaDcalon pemilih untuk 

terpilih dukunganya. SeranganDfajar ini biasanya dilakukanDpada saat pemungutan suaraDakan 

dimulai (pada saat tenang dan sesaat sebelum pemungutan suara). Kedua: MobilisasiDMassa, 

MobilisasiDmassa artinya memperbanyak massaDdengan menyumbangkan sejumlahDuang 

denganDharapan banyak orang/calon pemilih yangDikut berkampanye. Sumbangan dalam jumlah 

tertentu akan diberikan atas nama penggantian biaya transportasi, tunjangan kelelahan, dan biaya 

makan.D 

Kegiatan utama dari pengabdian masyarakat ini yaitu mengundang 50 masyarakat desa dan 

petugas pemilu desa untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan money politic terhadap 

pemilu tahun 2024 di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Sumerta Kauh. Kegiatan diawali dengan 

ucapan selamat datang dan perkenalan kepada masing masing pemateri yang akan 

menyampaikan gagasan dalam kegiatan sosialisasi. Judul dari materi yang disampaikan yaitu 

“Strategi Pencegahan Money Politic Pemilu Tahun 2024”. Selanjutnya materi yang disampaikan 

pertamakali kepada masyarakat yaitu mengenai pengertian dari money politic atau politic uang. 

Berikut ini merupakan materi yang disampaikan kepada masyarakat tentang pengertian politik 

uang; 

“PolitikDuang atau money politic adalahDsuatu bentuk pemberianDatau janji menyuap 

seseorangDbaik supaya orangDitu tidak menjalankanDhaknya untuk memilihDmaupun 

supaya ia menjalankanDhaknya dengan cara tertentu pada saatDpemilihan umum. Praktik 

politik uangDdilakukan dengan cara pemberianDberbentuk uang, sembakoDantara lain 

beras, minyakDdan gula kepada masyarakatDdengan tujuan untuk menarikDsimpati 

masyarakat agarDmereka memberikan suaranyaDuntuk partai yang bersangkutan.Tujuan 

politik uangDialah mendapatkan dukunganDpolitik dari masyarakat. PraktikDpolitik uang 

dalam pemiluDakan menciptakan seorangDpejabat publik yang korup.DDasar terjadinya 

korupsi di dalamDpemerintahan ialah prosesDpemilihan umum yang didominasiDpraktik 

politikDuang” (Nabila, 2020). 

Pemahaman materi dasar tentang pengertian politik uang kepada masyarakat bertujuan 

untuk mengenali secara detail bagaimana politik uang itu terjadi secara nyata di lingkungan Desa 

Sumerta Kauh. Setelah memahami tentang pengertian politik uang, masyarakat diberikan 

pemahaman mengenai bagaimana bahayanya politik uang terjadi dimasyarakat. Bahayanya 

kegiatan politik uang ini menegaskan kepada pelaku dan penerima uang ilegal yang diberikan oleh 

calon legislaif atau bahkan partai politik. Berikut ini merupakan paparan materi yang disampaikan 

kepada masyarakat mengenai bahaya money politic atau politik uang; 

1. “Mendorong biayaDpolitik menjadi mahal. TingginyaDbiaya politik dalam sebuah 

kampanye menjelangDpemilu maka akan mengakibatkanDkemunduran kualitas 

demokrasi di Indonesia.DMahalnya biaya politik ini akanDmembuat masyarakat 

semakin keterbelakanganDdan kurangnya fokus terhadap tujuanDpemerintah dalam 

membangun sumberDdaya manusia” (Ahmad, 2015). 

2. “Membuka peluangDpemimpin terpilih berperilaku koruptif. Politik uangDyang 
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dilakukan olehDcalon merupakan perbuatan curangDdalam Pemilihan Umum (Pemilu) 

yangDhakikatnya sama dengan korupsi. Dengan adanyaDpolitik uang ini dapat 

menghasilkanDmanajemen pemerintahan yang korup. SecaraDsadar, calon yang telah 

melakukanDpolitik uang merupakan calon yang melakukanDsebuah praktik koruptif 

yang akanDmenuntun ke berbagai jenis korupsiDlainnya. Bukan hanya pelakunya 

sajaDtapi juga penerima akan dipandang sebagaiDpelaku koruptif. Seperti yang 

dikatakan olehDKomisi Pemberantasan KorupsiD(KPK) menegaskan bahwa 

sikapDmasyarakat yang menerimaDserangan fajar atau politik uangDadalah sikap 

koruptif yangDmana ini merupakan aktivitasDkorupsi” (Cahyadi, 2019).  

3. “Menggerus kualitasDdemokrasi. Politik uang akanDberdampak buruk bagi pemilu dan 

penguatanDdemokrasi di Indonesia. Selain pembodohanDterhadap pemilih, 

persaingan antar kandidatDatau parpol akan menjadi lebihDtimpang. Partai politik yang 

memilikiDbanyak uang berpotensi lebih besar memenangkanDpemilu. Politik uang 

adalahDsuatu praktek yang mencederaiDdemokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar 

kontestanDpoltik uang yang seakan menjadi syaratDwajib untuk menang, dan bagi 

sebagian besarDpemilih, politik uang menjadi satu praktekDyang wajar dan tidak bisa 

dihindari.DYa, bangsa ini sudah sangat permisifDterhadap politik uang. Padahal jika 

iniDdibiarkan, akan menjadi budayaDatau tradisi di dalam setiapDkontestasi elektoral 

apapun,Dsehingga mencoreng arti danDmakna dari demokrasiDyang sebenarnya” 

(Fikri, 2023). 

 

Gambar 1. 

Pemaparan Materi Bahaya Politik Uang 

 
 

Pemaparan materi dari bahayanya politik uang ini membuat masyarakat antusias 

dikarenakan beberapa masyarakat sering menganggap bahwa kegiatan money politic ini tidak 

berdampak besar bagi masyarakat. Namun dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat menjadi 

mengerti bahwa politik uang tidak pantas dilakukan oleh pemimpin yang tercalon sebagai presiden 

dan legislatif. Bahkan pemimpin yang melakukan politik uang dapat merusak sistem demokrasi 

yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Selain itu, dengan membiarkan kegiatan 
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politik uang ini dapat membuat negara Indonesia memiliki pemimpin yang koruptif. Oleh sebab itu 

masyarakat diharapkan untuk saling mengingatkan satu sama lainnya agak tidak menjadi penerima 

atau pelaku dari kegiatan money pilitic atau politik uang. Materi terakhir yang disampaikan kepada 

masyarakat yaitu tentang strategi mencegah politik uang. Sosialisasi ini dilaksanakan sebelum 

terjadinya pemilu tahun 2024 sehingga pencegahan kegiatan politik uang masih sangat efektif 

untuk dilakukan. Berikut ini merupakan paparan materi terakhir mengenai strategi pencegahan 

politik uang  yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Sumerta Kauh; 

1. “MasyarakatDmengikuti sosialisasi tentang bahayaDpolitik uang. Dengan sosialisasi ini 

dapat meningkatkanDkomitmen dari masyarakat untuk menolakDpraktik politik uang, 

melaluiDdeklarasi bersama hentikan politik uang danDujaran kebencian dimasing 

masing segmentasi.DSosialisasi yang saat ini kita lakukanDyaitu dengan tujuan untuk 

memberikanDpemahaman kepada masyarakat agarDmenjadi pemilih yang cerdas dan 

tidakDtergiur dengan iming-imingDpolitik uang”.  

2. “MasyarakatDharus sadar tentang sanksi hukum melakukanDpolitik uang. Dalam 

Pemilu dan Pemilihan,Dpraktik politik uang merupakan salah satuDjenis pelanggaran 

yang ancamannyaDberupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkanDsecara jelas 

dalam UU No.D7 Tahun 2017 yang mengaturDtentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 

2015Dbeserta perubahannya yang mengaturDtentang Pemilihan. Ancaman pidana 

yangDdiberlakukan dalam PemiluDbagi pelaku politik uang,Ddisebutkan pada Pasal 

523 ayat (1),Dayat (2) dan ayat (3).DDimana pidana paling rendahDadalah penjara 2 

(dua) tahunDdan denda Rp. 24.000.000,00D(dua puluh empat juta rupiah) serta paling 

pidanaDpaling tinggi adalah penjara 4 (empat)Dtahun dan denda Rp. 

48.000.000,00D(empat puluh delapan juta rupiah).DAncaman pidana pemilu ini 

menyasarDpelaksana, peserta, dan/atau timDkampanye pada tahapan kampanye dan 

masa tenang.DSedangkan pada hari pemungutanDsuara berlaku bagiDsetiap orang” 

(Serang, 2021 : 154).  

3. “MeningkatkanDpengawasan partisipatif denganDmelibatkan perguruan tinggiDmelalui 

mahasiswa Pada point iniDmahasiswa akan berperan aktifDmelakukan pengawasan 

dalamDsetiap tahapan pemilu agar bisa menekan angkaDpelanggaran pemilu 

terutamaDpolitik uang. Peran nahasiswa disini akanDmendorong masyarakat untuk 

menolakDpolitik uang yang bisa dilakukan denganDpendekatan secara persoalan 

kulturalDatau budaya ditengah-tengah masyarakat.DSelain itu mahasiswa harus 

memilikiDkeberanian untuk menolak politik uangDyang terjadi di masyarakat”.  

4. “Masyarakat danDpengawas pemilu harus menegakkan peraturanDyang menjadi 

dasar larangan politikDuang Pemilu merupakan musyawarah besarDrakyat Indonesia, 

sebagai salah satuDimplementasi dari pelaksanaan atau perwujudanDnilai-nilai 

pancasila, terutama padaSsila keempat, karena pada hari yang samaDseluruh warga 

negara yang terdaftar sebagai pemilih dapat memberikan pendapat berupa suara di 

TPS. SebagaiDmasyarakat dan mahasiswa kita harus mengamalkan Pancasila sesuai 

dengan dasar negara. Kegiatan politik uang dapat merusak Pancasila yang ada di 
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republik Indonesia, sehingga kita harus tetap teguh mengimplementasikan Pancasila 

sebagai penegakan hukum dalam larangan politik uang”.  

 

Gambar.2 

Pemberian Hadiah dan Salam 

 
 

Masyarakat yang telah megikuti kegiatan sosialisasi ini dihimbau untuk memahami dengan 

jelas materi terakhir yang disampaikan yaitu strategi pencegahan money politic. Hal ini dikarenakan 

masyarakat sebagai peran bagi masyarakat yang lainnya untuk menghentikan kegiatan money 

politic dan menyadarkan masyarakat kainnya untuk tidak menjadi penerima uang ilegal dari 

kegiatan money politic. Masyarakat yang datang menyetujui bahwa materi yang disampaikan dari 

kegiatan sosialisasi ini harus dilestarikan dan disebarkan kepada masyarakat yang lain untuk 

menjaga sistem demokrasi di negara Inodnesia. Penutup dari kegiatan ini yaitu pemberian hadiah 

kepada perwakilan masyarakat Desa Sumerta Kauh yang hadir sebagai tanda terimakasih atas 

kerjasama untuk kelancaran kegiatan sosialisasi 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kegiatan 

pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pencegahan money politic 

terhadap pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan dengan memberikan paparan materi 

berupa informasi mengenai pengertian politik uang, bahaya politik uang dan strategi pencegahan 

terjadinya politik uang. Kegiatan sosialisasi ini membuat masyarakat antusias untuk menghentikan 

kebiasaan dalam menerima dan melakukan kegiatan politik uang. Oleh sebab itu, sebelum 

terjadinya pemilu tahun 2024, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajak 

masyarakat berperan andil untuk tidak mmenerima uang ilegal dari kegiatan politik uang. Selain 

itu, kegiatan ini juga disasarkan kepada masyarakat yang menjadi tim sukses partai atau legislatif 

untuk tidak ikut dalam membagikan uang ilegal dari kegiatan politik uang. Hasil dari kegiatan 

sosialisasi pencegahan money politic terhadap pemilu tahun 2024 ini antara lain yaitu: 

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian money politic/politik uang. 

2. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahayanya aktivitas money politic/politik 
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uang. 

3. Memberikan edukasi kepada masyarakat strategi dari pencegahan Money politic/politik 

uang terhadap pemilu tahun 2024. 
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